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Administrasi Kepegawaian. Pejabat Tertentu. 
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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN 

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU 
DI  LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi 
dan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang kepegawaian, maka 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 
Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi 
Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan 
Kementerian Pendidikan Nasional tidak sesuai lagi;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 
Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan 
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat 
Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2906); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2797); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3021); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang 
Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3067); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 24); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 141); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang 
Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang 
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 61,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3424); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016) sebagaimana telah  diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4192); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4017) sebagaimana telah  diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4193); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 164); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang 
Penetapan Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan 
Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 34); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang 
Pemberian Tugas Belajar (Penjelasan Dalam Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 

18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
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Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian 
Negara; 

20. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 
Tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksana 
Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar 
Negeri; 

21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun mengenai 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
59/P Tahun 2011; 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas 
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Rektor/Ketua/Direktur/ Pada Perguruan Tinggi Yang 
Diselenggarakan Oleh Pemerintah; 

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI 
WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN  DAN  
KEBUDAYAAN. 

Pasal 1 
(1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk 
melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian. 

(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan 
administrasi kepegawaian dengan ketentuan:  
a. pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan 

kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan 
b. pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih 

lanjut kepada pejabat lainnya. 
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Pasal 2 
(1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian. 

(2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi 
kepegawaian dengan ketentuan: 
a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani 

keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan 
b. pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan 

wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian 
kuasa, tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada 
pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang. 

Pasal 3 
Spesimen tandatangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa dan delegasi 
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat 
(1), ditetapkan oleh pemimpin unit kerja masing-masing. 

Pasal 4 
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi 
Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada 
Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 5 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.  

 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2012 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
MOHAMMAD NUH  

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 13 April 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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